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 i 
ABSTRAK 
 
EFEKTIVITAS KANTOR IMIGRASI KELAS 1 PEKANBARU  
DALAM PENGGUNAAN APLIKASI PENDAFTARAN  
ANTRIAN PASPOR ONLINE 
 
Oleh :  
Muhammad Fikri Alne 
11575100766 
 
 
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru, dengan 
tujuan untuk mengetahui efektivitas Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru dalam 
penggunaan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online dan untuk mengetahui 
faktor penghambat efektivitas Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online. 
Penentu subjek penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan 
menjadikan 3 orang pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru sebagai key 
informan dan menjadikan pemohon pembuat paspor sabanyak 7 orang sebagai 
responden. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data pimer dan data 
sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Dalam menganalisis efektivitas kantor Imigrasi Kelas 1 
Pekanbaru dalam penggunaan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online 
menggunakan tujuh sub indikator dimana terdapat dua sub indikator yang tidak 
terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas Kantor Imgrasi Kelas 1 
Pekanbaru dalam penggunaan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online 
dikatakan belum efektif, faktor penghambat efektivitas Aplikasi Pendaftaran 
Antrian Paspor Online adalah keterbatasan jumlah kuota antrian online, sistem 
keimigrasian error, aplikasi yang sering mengalami error, serta kurangnya 
pengetahuan masyarakat tentang Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online. 
 
 
Kata Kunci :  Efektivitas, Pelayanan Publik, Aplikasi Pendaftaran Antrian 
Paspor Online. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
 Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau, sekaligus menjadi kota 
metropolitan di Indonesia yang memiliki arus globalisasi yang tinggi. Menjadikan 
Kota Pekanbaru menjadi kota yang strategis dalam arus lalu lintas orang atau 
barang antar negara seperti perdagangan, perindustrian, pariwisata dan lain 
sebagainya. Arus globalisasi yang sangat tinggi membutuhkan teknologi 
informasi yang semakin canggih. Pemerintah harus memanfaatkan kecanggihan 
teknologi informasi untuk memberikan nilai tambahan dalam pelayanan publik 
serta menunjang kepuasan masyarakat dalam pelayanan yang disediakan. 
Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 adalah 
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan Undang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk 
atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik oleh pemerintah merupakan 
wujud dari fungsi pelayanan jasa dari aparat negara kepada masyarakat. Tujuan 
dari pelayanan publik oleh pemerintah dimaksudkan untuk mensejahterakan 
masyarakat.  
Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih, 
pemerintah berupaya memberikan nilai tambah pelayanan publik. Salah satunya 
pelayanan publik yang mengatur lalu lintas orang dan barang antar negara 
terkhususnya lalu lintas orang di bidang keimigrasian. Khususnya dalam hal 
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pelayanan masyarakat untuk pengurusan hal-hal seperti dokumen perjalanan, visa 
dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen, penyidikan dan penindakan lintas 
batas, kerja sama luar negeri dan sistem ke imigrasian lainnya (Artigunaet al, 
2014 : 801). 
Menurut Widyastuti dalam Nurmalasyah (2016:196), Kementrian Hukum dan 
HAM RI menaungi bagian keimigrasian di Indonesia. Menteri Hukum dan HAM 
RI, Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa untuk meningkatkan pelayanan 
publik, Kemenhunkam selalu berupaya memberikan inovasi dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat untuk kemudahan, kecepatan, keamanan dan kenyamanan. 
Peningkatan percepatan pelayanan publik ditunjang oleh adanya teknologi 
informasi yang canggih. 
Antrian terjadi ketika pelanggan yang datang ke suatu pelayanan melebihi 
batas kapasitas pelayanan (Kakiay, 2004). Untuk itu dibutuhkan suatu inovasi 
supaya mengurangi antrian panjang yang terjadi dan memberikan kepuasan 
pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menikmati pelayanan 
yang cepat, tepat, mudah dan aman. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimgrasian dalam 
Surat Edaran Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-4166 tentang 
Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online di seluruh Indonesia 
merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian baik bagi warga 
negara Indonesia maupun orang asing. 
Maksud dari surat edaran tersebut adalah memberikan kejelasan, ketertiban 
dan kepastian dalam pelaksanaan pendaftaran antrian permohonan penerbitan 
paspor secara online. Sedangkan tujuan dari Implementasi Pendaftaran Antrian 
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Paspor Online adalah dijadikan sebagai pedoman bagi pegawai imigrasi dalam 
pelaksanaan pendaftaran antrian permohonan paspor secara online dan kepala 
Divisi Keimigrasian dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 
teknis keimigrasian dalam pelaksanaan pendaftaran antrian permohonan paspor 
secara online. 
 Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru merupakan unit pelayanan teknis yang 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi keimigrasian 
diwilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru terutama dalam penerapan 
Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor secara Online. Untuk mengatur lalu lintas 
tersebut peran keimigrasian sangat diperlukan dalam hal ini. Kantor Imigrasi 
Kelas 1 Pekanbaru dihadapkan pada pemberian pelayanan yang berkualitas dan 
optimal kepada masyarakat, terhadap permintaan kebutuhan pembuatan dokumen 
perjalanan terutama paspor.  
Berdasarkan pengamatan dilapangan sebelum diterapkannya Aplikasi 
Pendaftaran Antrian Paspor secara Online diketahui penggunaan antrian manual 
kurang efektif karena panjangnnya antrian karena orang yang ingin membuat 
paspor datang langsung ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru, menunggu terlalu 
lama juga terjadi karena proses pemberian nomor antrian diberikan secara manual 
oleh petugas Kantor Imigrasi, banyak masyarakat tidak mendapatkan nomor 
antrian dikarenakan kuota yang disediakan perharinya dibatasi oleh Kantor 
Imigrasi sehingga masyarakat yang tidak dapat nomor antrian tersebut pulang dan 
kembali keesokan harinya. Namun, sistem antrian manual ini masih diterapkan 
oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru khusus bayi (dibawah 1 tahun) dan lansia 
(diatas 60 tahun). 
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Diterapkannya Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor secara Online yang 
diharapkan memberikan sebagai sebuah inovasi dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat dalam peningkatan percepatan pelayanan publik yang ditunjang oleh 
teknologi informasi yang canggih sehingga aplikasi tersebut bisa berjalan dengan 
efektif. Namun setelah diterapkannya Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online 
masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat dalam 
proses penggunaan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online ini. 
Berdasarkan pengamatan dilapangan banyak calon pembuat paspor yang tidak 
mengetahui tentang Aplikasi Pendaftaran Antrian secara Online maupun prosedur 
atau cara penggunaan Aplikasi Pendaftaran Antrian Online. Sehingga calon 
pemohon pembuat paspor tersebut disuruh pulang oleh pegawai imigrasi untuk 
melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui aplikasi yang telah disediakan 
supaya mendapatkan nomor antrian sehingga dengan nomor antrian  tersebut 
calon pemohon pembuat paspor bisa melakukan pembuatan paspor di Kantor 
Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru. 
Berdasarkan pengamatan dilapangan kuota antrian permohonan pembuatan 
paspor yang selalu penuh, sehingga membuat calon pemohon pembuat paspor 
menunggu beberapa minggu untuk mendapatkan antrian tersebut. Dikarenakan 
kuota pendaftaran yang dibatasi oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru yang 
dibuka sekali seminggu.  
Berdasarkan berita yang dikutip dari kompas.com yang berjudul Antrean 
Bikin paspor Bisa Lewat Online, Ini Caranya, diakses pada tanggal 20 Mei 2019, 
menjelaskan bahwa kuota antrian dibuka setiap hari jum‟at mulai pukul 14:00 
WIB, kuota antrian online disediakan 500 per minggu, sementara pemohon 
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melebihi batas kuota yang telah disediakan, sehingga kebanyakan dari calon 
pemohon mengeluh atas kuota antrian yang selalu penuh. 
Berdasarkan berita yang dikutip dari Elppas.com yang berjudul Masalah 
Aplikasi Antrian Paspor: Kuota Telah Habis, diakses pada tanggal 29 Maret 2019, 
juga menjelaskan bahwa masalah dari penuhnya antrian paspor online adalah 
kuota tersebut ternyata disetting perminggu. Sehingga bagi masyarakat yang ingin 
membuat paspor jika kehabisan kuota antrian dalam minggu tersebut harus 
menunggu sekitar satu minggu lagi untuk mendapatkan antrian paspor online 
yaitu pada saat kuota antrian paspor tersebut dibuka. Masalah lain juga terdapat 
pada berita yang dikutip dari Bisnis.com yang berjudul Kantor Imigrasi apresiasi 
penemu praktik calo dengan pengurusan paspor gratis, diakses pada tanggal 29 
Maret 2019, menjelaskan bahwa penerapan sistem pendaftaran antrian paspor 
secara online ini  ditemukan 500.000 akun pendaftar pembuat paspor. Kemudian 
terdapat 76.188 akun yang mendaftar bukan pemohon sebenarnya alias fiktif. 
Tabel 1.1 
Jumlah Akun Pendaftar Antrian Paspor 
Akun Pendaftar Antrian Akun Fiktif Jumlah Akun Pendaftar Antrian 
423.812 76.188 500.000 
Sumber: Seksi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru 
Dari tabel diatas dapat kita simpulkan dari 500.000 akun pendaftar pembuat 
paspor Terdapat 76.188 akun fiktif yang merupakan akun pendaftar yang 
membuat sistem antrian paspor online menjadi penuh saat pengambilan 
pendaftaran antrian paspor online dikarenakan 76.188 akun tersebut mengambil 
kuota antrian paspor online, sehingga membuat masyarakat yang ingin membuat 
paspor mengeluh akan kehabisan antrian paspor online. 
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Dari pengamatan di lapangan digambarkan bahwa sering juga terjadi 
gangguan jaringan pada antrian paspor online sehingga pelayanan dalam antrian 
online maupun pembuatan paspor mengalami gangguan dan membutuhkan waktu 
yang lama untuk memperbaikinya, gangguan tersebut hanya bisa di perbaiki oleh 
Pusat Kantor Imigrasi yang ada di Jakarta. Hal ini juga menjadi penghambat 
terlaksananya pelayanan publik yang efektif dan efisien sehingga membuat 
penumpukan dalam pendaftaraan antrian paspor online. 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik  untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut dan menetapkan judul “Efektivitas Kantor Imigrasi Kelas 
I Pekanbaru dalam Penggunaan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor 
Online”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Efektivitas Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru dalam 
Penggunaan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online? 
2. Apa Faktor Yang Penghambat Efektivitas Aplikasi Pendaftaran Antrian 
Paspor Online? 
 
1.3. Tujuan penelitian 
1. Mengetahui efektifitas Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru dalam 
penggunaan aplikasi pendaftaran antrian paspor online. 
2. Mengetahui faktor yang menghambat efektivitas aplikasi pendaftaan 
antrian paspor online. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
1. Untuk Peneliti. 
Untuk dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat 
mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan. 
2. Tempat Dimana Penelitian. 
Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam meningkatkan efektifitas 
layanan nya terhadap penggunaan Aplikasi Pendaftaraa Antrian Paspor 
Online, serta memberikan rekomendasi kepada instansi terkait. 
3. Untuk Fakultas 
Untuk menambah daftar pustaka Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial serta 
menjadi bahan referensi bagi peneliti lainyang berkeinginan menelitipada 
permasalahan yang sama demi perbaikan ke depan yang lebih baik. 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini berisikan tentang konsep-konsep teoritis, pengertian 
pelayanan publik, standar pelayanan minimal, pelayanan prima, 
inovasi, efektivitas, e-Govermant, layanan online, aplikasi, paspor. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, informan penelitian, metode 
analisis. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM 
Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Kantor Imigrasi Kelas 1 
Pekanbaru, tugas dan fungsi serta struktur organisasi. 
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang penyajian data yang terkait dengan tujuan 
penelitian. 
BAB VI : PENUTUP 
 Bab ini membuat kesimpulan dari keseluruhan hasil pembahasan dan 
juga saran  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Pelayanan Publik 
Menurut Moenir, A.S (2008: 27) mendefinisikan pelayanan adalah 
serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan 
meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian 
tersebut pelayanan dapat diartikan bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang 
bersifat rutin dan berkesinambungan dalam masyarakat. 
Menurut AG. Subarsono (2005: 141) pelayanan publik didefinisikan sebagai 
serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi 
kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara yang 
membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan 
KTP, akta nikah, akta kematian, sertifikat. 
Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 
diuraikan bahwa pelayanan publik adalah Segala bentuk kegiatan dalam rangka 
pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang 
dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Ciri-ciri pelayanan publik 
Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai 
berikut Kasmir (2006:34): 
1. Tersedianya karyawan yang baik. 
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik. 
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3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga 
akhir. 
4. Mampu melayani secara cepat dan tepat. 
5. Mampu berkomunikasi. 
6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. 
7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. 
8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan). 
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan). 
Asas-asas pelayanan publik 
Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 
adalah sebagai berikut:  
1. Kepentingan umum 
2. Kepastian hukum 
3. Kesamaan hak 
4. Keseimbangan hak dan kewajiban 
5. Keprofesionalan 
6. Partisipatif 
7. Persamaan perilaku / tidak diskriminatif 
8. Keterbukaan 
9. Akuntabilitas 
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 
11. Ketepatan waktu 
12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan 
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Dimensi pelayanan publik 
Dimensi pelayanan publik untuk memperbaiki kualitas menurut Gasperz 
dalam sedarmayanti (2009:257) sebagai berikut: 
1. Ketepatan waktu 
2. Akurasi pelayanan 
3. Kesopanan dan keramahan 
4. Tanggungjawab 
5. Kelengkapan 
6. Kemudahan mendapatkan pelayanan 
7. Variasi model pelayanan 
8. Pelayanan pribadi 
9. Kenyamanan dalam memporeleh pelayanan 
Unsur-unsur pelayanan publik 
Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik yaitu 
(Bharata, 2004:12): 
1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 
tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan 
dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).  
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 
(costomer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia 
layanan.  
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan 
kepada pihak yang membutuhkan layanan.  
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4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus 
mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini 
sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para 
pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas 
barang dan atau jasa yang mereka nikmati. 
Indikator Pelayanan 
Terdapat 5 (lima) determinan kualitas pelayanan publik yang dapat dirincikan 
sebagai berikut menurut Parasuraman, Zeithami dan Berry, (1988) yaitu: 
1) Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan 
yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. 
2) Ketanggapan (responsiveness), yaitu kemampuan untuk membantu 
pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat. 
3) Keyakinan (confidence), yaitu pengetahuan dan kesopanan pegawai serta 
kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaandan keyakinan 
atau“assurance”. 
4) Empati (emphaty), yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi 
bagi pelanggan. 
5) Berwujud (tangible), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan personel, 
dan media komunikasi. 
Pada dasarnya teori diatas tetap dapat dipakai untuk mengukur kinerja 
pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintahan. Karna aparatur 
pelayanan tidak mempunyai alasan sedikitpun untuk tidak berorientasi kepada 
kepuasan pelanggan secara total, bahkan kepusan pelanggan lah yang dapat 
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dijadikan barometer dalam mengukur keberhasilan dalam pelayanan. Untuk 
mencapai hal ini pemerintah tidak boleh menhindar dari prinsip pelayanan 
dilakukan sepenuh hati (sinambela, 2011;8). 
 
2.2. Standar Pelayanan Minimal 
 Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar pelayanan, 
Standar Pelayanan adalah Tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai 
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 
 Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu 
pembakuan pelayanan yang baik. Standar pelayanan mengandung baku mutu 
pelayanan. Pengertian mutu menurut Goestsch dan Davis ( Sutopo dan Sutyanto, 
2003:10) merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 
manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak 
yang menginginkannya. 
 Dalam teori pelayanan publik, pelayanan prima dapat diwujudkan jika ada 
standar pelayanan minimal (SPM). Standar pelayanan minimal adalah tolak ukur 
yang dipergunakan sebaggaipedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 
penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara 
negara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. 
 Dalam rancangan Undang-Undang pelayanan Publik (Republik Indonesia, 
2007:&) standar pelayanan ini teidaknya berisi tentang dasar hukum, persyaratan, 
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prosedur, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi 
petugas pemberi layanan, pengawasan intern, penanganan pengaduan, saran dan 
masukan dan jaminan pelayanan. Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur 
Negara (PAN) Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 (Menpan, 2003:2) tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang meliputi 
Kesederhanaan. Kejelasan, Kepastian waktu, Akurasi, Keamanan, Tanggung 
Jawab, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Kemudahan Akses, Kedisiplinan, 
kesopanan dan Keramahan serta Kenyamanan. 
 
2.3. Pelayanan Prima 
 Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “excellent service” yang 
secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik 
karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi 
pemberi pelayanan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima 
kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintahan 
sebagai abdi masyarakat. 
Agenda perilaku pelayanan sector publik (SESPANAS LAN dalam 
Nurhasyim, 2004:16) menyatakan bahwa pelayanan prima adalah :  
1. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna 
jasa. 
2. Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan. 
3. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. 
4. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas, masyarakat eksternal dan 
internal. 
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2.4.  Inovasi 
 Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional 
Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan teknologi, 
inovasi adalah suatu kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan 
yang dilakukan untuk pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu 
pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya.  
 Menurut Rina Mei (2003) mengartikan inovasi dalam pelayanan publik 
bisa diartikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki 
efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh 
inisiatif pendekatan, metodologi, dan atau alat baru dalam pelayanan masyarakat. 
Sedangkan menurut Mulgan dan Albury dalam muluk mengatakan bahwa inovasi 
yang sukses merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan 
metode pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan yang nyata dalam 
efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil. 
Menurut Asian Development Bank inovasi adalah sesuatu yang baru, 
dapat di implementasikan, dan memiliki dampak yang menguntungkan. Inovasi 
bukan sebuah kejadian ataupun aktivitas, inovasi adalah konsep, proses, 
penerapan, dan kapabilitas yang menentukan kesuksesan organisasi. Inovasi dapat 
membantu sektor publik untuk membuat nilai untuk masyarakat. 
Tujuan Inovasi : 
Inovasi dilakukan karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh 
manusia. Adapun tujuan inovasi adalah sebagai berikut : 
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1. Meningkatkan kualitas 
2. Mengurangi biaya. 
3. Menciptakan pasar baru. 
4. Memperluas jangkauan produk. 
5. Mengganti produk/layanan. 
6. Mengurangi konsumsi energi. 
Ciri-ciri inovasi :  
1. Memiliki ciri khas 
2. Merupakan ide baru 
3. Dilakukan secara terencana 
4. Memiliki tujuan 
 
2.5. Efektivitas 
 Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah di tetapkan, baik itu dalam 
bentuk target, sasaran jangka panjang maupun visi organisasi. Akan tetapi 
pencapaian tujuan ini harus juga mengacu pada visi organisasi (Winarsih dan 
Ratminto, 2005:179). 
 Menurut SP. Siagian (2002: 151) Efektivitas adalah tercapainya berbagai 
saran yang di tentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber 
tertentu yang sudah di alokasikan untuk kelakukan berbagai kegiatan tertentu. 
Kemudian menurut Handoko (2002:50) menjelaskan efektivitas merupakan 
kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk 
menentukan tujuan yang telah ditentukan. 
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 Adapun pengertian efektivitas menurut Rizan Machmud (2013:412) 
mengemukakan: 
“Dapat dijelaskan efektivitas adalah ukuran atau kualitas untuk mencapai 
tujuan dengan cara yang lebih baik dari standar yang telah ditetapkan”. 
 Selanjutnya menurut Komaruddin (1998:28) Efektivitas adalah suatu 
keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan 
manajemen dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan terlebih dahulu. 
Sementara itu Efektivitas menurut Kumorotomo (2005: 362) adalah suatu 
pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan organisasi dalam mencapai 
tujuannya, berhasil atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan. 
 Menurut Edy Sutrisno (2007:125-126) Adapun untuk mengukur suatu 
efektivitas/aktivitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu:  
1. Pemahaman program. 
2. Tepat sasaran. 
3. Tepat waktu. 
4. Tercapainya tujuan. 
5. Perubahan nyata. 
Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif  atau tidak, 
sebagaimana dikemukankan oleh S. P. Siagian (2008:77), yaitu: 
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. 
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. 
3. Proses analisism dan perumusan kebijakan yang mantap. 
4. Perencanaan yang matang. 
5. Penyusunan program yant tepat. 
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6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. 
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien. 
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. 
Kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi dengan tiga pendekatan 
yang lain dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh martini dan lubis 
dalam masruri (2010:55), yaitu: 
1. Pendekatan Sumber (Resource Approach) 
Adalah mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan 
adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik 
maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 
2. Pendekatan Proses (Process Approach) 
Adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari 
semua kegitan proses internal atau mekanisme organisme organisasi. 
3. Pendekatan Sasaran (Goals Approach) 
Adalah dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan 
organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. 
Menurut Tangkilisan (2005:14), 5 kriteria dalam pengukuran efektivitas 
sebagai berikut: 
1. Produktivitas 
2. Kemampuan adaptasi kerja 
3. Kepuasan kerja 
4. Kemampuan berlaba 
5. Pencarian sumber kerja 
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Menurut Ricard M. Steerks (1998:58), pengukuran efektivitas sebagai 
berikut: 
1. Pencapaian tujuan 
2. Integritas 
3. Adaptasi 
 
2.6. e-Government 
Dalam bukunya yang berjudul  Strategi Pembangunan dan Pengembangan 
Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital Indrajit (2002:3) , 
menyebutkan beragam definisi electronic government (e-government) yang 
dikemukakan oleh bik lembaga pemerintahmaupun non pemerintah. Bank dunia 
(World Bank) mendefinisikan e-Government berhubungan dengan penggunaan 
teknologi informasi (seperti Wide Area Network, internet, dan mobile computing) 
oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk 
hubungan dengan warga Negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan. 
Di lain sisi, Pemerintah New Zealand melihat e- Government sebagai 
sebuah fenomena yaitu e-Government adalah cara pemerintah untuk 
menggunakan teknologi baru untuk memberi orang akses yang lebih mudah ke 
informasi dan layanan pemerintah, untuk meningkatkan kualitas layanan dan 
untuk memberikan peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam lembaga 
dan proses demokrasi. 
Tanpa mengecilkan arti dari beberapa contoh definisi yang telah 
dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari 
definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah: 
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1. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah 
dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan 
(stakeholder). 
2. Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet). 
3. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama ini berjalan. 
Manfaat e-Government menurut Al Gore dan Tony Blair (2006:5) antara 
lain :  
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya 
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja 
efektivitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara. 
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Gorporate 
Governance. 
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan 
interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk 
keperluan aktivitas sehari-hari. 
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-
sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara 
cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi 
sejalan dengan berbagai perubahan glbal dan trend yang ada. 
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra 
pemerintah dalam membuat proses pengambilan berbagai kebijakan 
publik secara merata dan demkratis. 
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2.7. Layanan Online 
 Layanan pada lingkungan Online menjadi sesuatu yang penting pada 
penentuan kesuksesan atau kegagalan e-Government. Adapun yang dimaksud 
dengan e-Govermment menurut UNDP (2002:2) adalah “The application of 
information and communication technology (ICT) bt government agencies” (e-
Govermment adalah penerapan dari teknologi informasi dan komunikasi oleh 
instansi pemerintahan).  
 Layanan online merupakan sebagai perbuatan, usaha atau pertunjukan 
yang dimediasi oleh teknologi informasi. Definisi ini mencerminkan tiga 
komponen utama yaitu penyedia layanan, penerima layanan dan saluran 
pelayanan yaitu teknologi. Misalnya sebagai yang bersangkutan untuk layanan 
elektronik publik, badan publik adalah penyedia layanan dan warga negara 
sebagai penerima layanan (Rowley, 2006:162). 
 
2.8. Aplikasi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aplikasi meurpakan suatu 
sistem yang dirancang untuk mengolah data dengan aturan serta ketentuan tertentu 
dan menggunakan bahasa pemograman tertentu. Sedangkan menurut Jogiyanto 
(1999:12) Aplikasi merupakan suatu instruksi / pernyataan yang ada di suatu 
perangkat keras (Hardware) baik itu komputer atau smartphone yang di rancang 
sedemikian rupa agar bisa mengolah suatu masukan (input) menjadi keluaran 
(output). 
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2.9. Aplikasi Permohonan Antrian Paspor Online 
Untuk mendapatkan Antrian Paspor Online masyarakat harus 
mendownload Aplikasi Antrian Paspor Online di Play Store maupun di Apps 
Store dengan melakukan langkah-langkah yang diatas. Sistem Antrian ini berlaku 
untuk semua kalangan masyarakat kecuali bayi dan lansia, untuk pemohon bayi 
dan lansia bisa melakukan pendaftaran secara manual dengan datang langsung ke 
Kantor Imigrasi tanpa melalui Aplikasi Antrian Paspor Online. 
Cara melakukan pendaftaran pada Aplikasi Antrian Paspor Online adalah 
sebagai berikut: 
1. Unduh Aplikasi Antrian Paspor Online Resmi melalui Play Store atau App 
Store. 
2. Daftarkan diri dengan mengisi identutas lengkap yang tertera dalam 
aplikasi antrian paspor online. 
3. Login kembali setelah berhasil melakukan pendaftaran. 
4. Pilih Kantor Imigrasi terdekat. 
5. Lengkapi data permohonan Antrian Paspor. 
6. Lihat jadwal Antrian Paspor yang diajukan. 
7. Perhatikan Jadwal Antrian Paspor yang sudah disetujui. 
8. Tunjukkan barcode saat datang ke Kantor Imigrasi sesuai jadwal yang 
tertera di Aplikasi Antrian Paspor. 
 
2.10. Paspor 
Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian  
dijelaskan bahwa Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang  dikeluarkan 
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oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa Bangsa, atau 
organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan  antarnegara yang 
memuat identitas pemegangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen 
Perjalanan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan  DPRI adalah 
Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Republik Indonesia.  Paspor RI 
adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia  kepada 
warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang  berlaku 
selama jangka waktu tertentu. 
Paspor pada umumnya mempunyai ciri-ciri yang sama dari sebagian besar  
negara-negara yang mengeluarkan paspor, tetapi juga memiliki beberapa  
perbedaan sesuai kebijakan dari pemerintah yang bersangkutan. Ciri-ciri dalam 
paspor pada umumnya terdapat lambang negara yang mengeluarkan paspor, nama 
paspor, identitas pemegang paspor, tempat dan tanggal dikeluarkan, serta masa 
berlakunya, pejabat yang mengeluarkan, foto, tanda tangan pemegang, halaman 
visa, halaman pengesahan (endorsements), tanda bertolak, izin masuk, jumlah 
halaman paspor (24/48 halaman), dan lain-lain. 
2.11. Penelitian Terdahulu 
Kajian-kajian terdahulu sesuai dengan masalah yang diteliti sebagai berukut: 
Tabel 2.1. 
Penelitian Terdahulu 
No. Nama Judul Tahun Hasil Penelitian Perbedaan 
Penelitiaan 
1 Nur Enggar 
Iriani  
Implementasi 
Aplikasi 
Pendaftaran 
Antrian 
Permohonan 
2018 Pertama kominikasi dalam 
implementasi Aplikasi 
Antrian Permohonan Paspor 
Secara Online sudah cukup 
baik. Kedua, dari segi 
Fokus 
Penelitian 
dan Lokasi 
Penelitian 
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Paspor secara 
Online di 
Kantor 
Imigrasi Kelas 
II Blitar 
sumber daya dapat 
dikatakan sudah baik. 
Ketiga, disposisi selama 
pelaksanaan sikap dan 
komitmen daripelaksana 
sudah cukup baik dalam 
menjalankan tugasnya. Dan 
ke empat, struktur birokrasi 
dalam pelaksanaan program 
ini struktur organisasi yang 
digunakan masih sama yaitu 
ditangani oleh Seksi Lalu 
Lintas dan Status 
Keimigrasian. 
2 Lidiatno 
Samsara 
Inovasi 
Pelayanan 
Paspor di 
Kantor 
Imigrasi (Studi 
Tentang 
Penigkatan 
Kualitas 
Pelayanan 
Surat 
Perjalanan 
Republik 
Indonesia di 
Kantor 
Imigrasi Klas 1 
Khusus 
Surabaya) 
2013 Penggunaan teknologi yang 
baru dan proses teknologi 
pada pelayanan pembuatan 
paspor untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada 
masyarakat telah berjalan 
dengan baik. 
Fokus 
Penelitian 
dan Lokasi 
Penelitian 
3 Yohanna 
Simanguns
ong 
Implementasi 
Pelayanan 
Publik Dalam 
Antrian 
Permohonan 
Paspor Secara 
Online Di 
Kantor 
Imigrasi Kelas 
1 Khusus 
Medan 
2018 Implementasi pelayanan 
publik dalam antrian 
permohonan paspor secara 
online di Kantor Imigrasi 
Kelas 1 Khusus Medan pada 
dasarnya sudah berjalan 
dengan baik, walaupun 
dalam mencapai tujuan dan 
ukuran kebijakan masih 
perlu ditingkatkan lagi agar 
sasaran kebijakan dengan 
meniadakan antrian 
permohonan paspor secara 
manual dapat tercapai. 
Fokus 
Penelitian 
dan Lokasi 
Penelitian 
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2.12. Pandangan Islam Tentang Pelayanan Publik 
Pandangan islam terhadap pelayanan publik pada Al-qur‟an Surat At-taubah 
ayat 105: 
 ِت ْي َغ ْن ا ِم ِ ن ب َع ّٰ َ ن ِ إ  َنَ ُّد َرُ ت َس َ  ۖ  َنُ ُ ى ِم ْؤ ُم ْن ا َ  ًُ ُ نُ ُس َر َ  ْم ُك َ ه َم َع ُ هاللَّ ِ َرَ ي َس َ ف اُ ُ ه َم ْع ا ِم ُ ق َ
 َنُُ ه َم ْع َ ت  ْمُ ت ْ ى ُك ب َم ِث  ْم ُك ُ ئ ِّج َ ى ُ ي َ ف ِح َدب ٍَ هشنا َ  
Artinya:  Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan 
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan. (QS. At-Taubah ayat 105). 
 
 Tuntutan dalam pelayanan publik berdasarkan tafsiran surat At-Taubah 
ayah 105 : 
1. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, 
Allah melarang sikap malas dan membuang-buang waktu. 
2. Allah melihat dan menilai setiam amal hamba-hamba-Nya. Karena setiap 
amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya‟ dan 
mengharapkan pujian manusia. 
3. Allah memotivasi hamba-Nya untuk bersungguh-sungguh dalam proses 
amal dan pekerjaannya karena proses itulah yang dilihat dan dinilai-Nya. 
Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. 
4. Allah mengetahui seluruh perbuatan manusia baik yang tersembunyi 
maupun yang terang-terangan. 
5. Setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan 
setiap amalnya. 
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Pelayanan publik yang efektif dinilai dari proses yang dijalankan tidak 
hanya hasilnya saja jika pelayanan tersebut tidak dilaksanakan sesuai 
ketentukan akan mendapatkan akan dimintai pertanggungjawabannya, 
sungguh Allah SWT. maha melihat dan mengetahui.  
Pandangan islam terhadap pelayanan publik juga terdapat pada surat Ali-
imran ayat 110: 
 ۗ  ِ هللَّب ِ ث  َنُُ ى ِم ْؤ ُ ت َ  ِر َك ْى ُم ْ ن ا ِه َع َن ُْ ٍَ ْى َت َ  ِفَ ُر ْع َم ْن ب ِ ث َنَ ُر ُم
ْ أ َت  ِسب ه ىه ِ ن ْت َج ِر ْخ
ُ أ ٍخ هم ُ أ َر ْي َخ ْم ُ ت ْ ى ُك
 َنُُ ق ِسب َ ف ْ ن ا ُم ٌُ ُر َ ث ْك َ أ َ  َنُُ ى ِم ْؤ ُم ْ ن ا ُم ُ ٍ ْى ِم ۚ ْم ُ ٍ َ ن ا ًر ْي َخ َنب َك َن ِةب َ ت ِك ْن ا ُم ٌْ َ أ َه َم آ ُْ َ ن َ  
Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 
beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu 
lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan 
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Ali-Imran 
ayat 110). 
 
 Umat terbaik yang digambarkan Surat Ali-Imran Ayat 110 dalam 
bermasyarakatan selalu mencerminkan sikap humanism. Ada riga hal yang 
menjadi modal utama agar terbentuknya good civilation. Ayat ini menggamberkan 
kriteria umat terbaik adalah perilaku masyarakatnya yang senantiasa 
memerintahkan kepada yang ma‟ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar dan 
beriman kepada Allah SWT.. ketiga sifat tersebut merupakan modal utama agar 
umat islam mampu membentuk tatanan masyarakat yang baik dan berperadaban. 
Sehingga, umat islam dipandang sabagai umat yang baik. Setidaknya ada tiga sifat 
utama yang menunjukkan kelebihan umat islam dari umat lainnya. Yakni, 
Menebar kabaikan, mencegah kerusakan dan kemungkaran, serta kepatuhan 
kepada Allah SWT.. Semua sifat itu telah dimiliki oleh umat islam pada masa 
Nabi Muhammad SAW dan telah menjadi darah daging dalam diri mereka, karena 
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itu mereka menjadi kuat dan jaya. Dengan mengamalkan ketiga sifat tersebut 
kedalam proses pelayanan publik, maka akan menciptakan pelayanan yang bersih, 
nyaman, aman dan terpercaya. 
Pandangan lain juga terdapat pada surat Al-Isra‟ ayat 7: 
 اَ ُءُ ُس َي ِ ن ِح َر ِخ ْلْا ُد ْع َ  َءب َج ا َذِ ئ َ ف ۚ  ب ٍَ َ ه َ ف  ْم ُ ت
ْ أ َس َ أ ْن ِ إ َ  ۖ  ْم ُك ِس ُ ف ْو َ ِلِ  ْم ُ ت ْى َس ْحَ أ ْم ُ ت ْ ى َس ْح َ أ ْن ِ إ
ا ًري ِج ْت َ ت ا ُْ َ ه َع ب َم  اَ ُر ِّ ج َت ُ ي ِ ن َ  ٍح هر َم َل َه َ أ  ُ يُ ُ ه َخ  َد ب َم َك َد ِج ْس َم ْن ا اُ ُ ه ُخ ْد َ ي ِ ن َ  ْم ُك ٌَُ ُج َُ  
Artinya:  Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu 
sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu 
sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang 
kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan 
muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana 
musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk 
membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. (QS. 
Al-Isra‟ ayat 7). 
 
 Jika kamu berbuat baik dengan menaati perintah Allah dan rasul-Nya serta 
melakukan kebajikan kepada sesamenya, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu 
sendiri, karena balasan yang kamu peroleh dari kebaikan itu. Dan jika kamu 
berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri, karena 
akibat dari kejahatan akan menimpamu. 
 Maka dapat dikaitkan dengan pelayanan publik, jika kita melakukan 
pelayanan dengan baik maka kita akan mendapatkan balasan yang baik juga, dan 
jika kita melakukan pelayanan dengan tidak sesuai dengan ketentukan yang 
berlaku atau melenceng dari aturan maka kita akan mendapatkan balasan sesuai 
dengan apa yang telah kita lakukan. 
1. Hadits tentang manusia paling bermanfaat. 
 رٌخ لاو ، فلؤٌو فلأٌ نمؤملا : ملسو هٌلع الله ىلص الله لوسر لاق : لاق رباج   نَع
 ِسانلِل  مُهُعَف  نَأ ِسانلا ُر  ٌ َخ و ،فلؤٌ لاو ، فلأٌ لا نمٌف  
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Artinya:  Diriwayatkan dari jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Orang 
beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seseorang 
yang tidak bersikap ramah dan sebaik-baik manusia adalah yang 
paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad dan Duruquthni) 
 
 Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus 
dimiliki oleh seorang muslim. Setiap muslim diperintahkan untuk memberi 
manfaat bagi orang lain. Sama halnya dengan pelayan di pelayanan publik, kita 
harus menjadi manusia atau pelayan yag bermanfaat bagi manusia atau 
pelanggan karena itulah karakter yang dimiliki oleh seorang muslim. 
2. Hadits tentang Kejujuran. 
  مُك  ٌ َلَع : َمَّلَسَو ِه  ٌ َلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُل  وُسَر َلاَق : َلاَق ُه  نَع ُالله ًَ ِضَر د  وُع  سَم ِنب ِالله ِد  بَع   نَع
  ُ ُد  صٌَ   ُلُج َّرلا ُلاَز ٌَ  اَمَو ، ِة َّنَج لا ىَِلإ  يِد  ه ٌَ  َّرِب  لا َِّنإَو ، ِّرِب  لا ىَِلإ  يِد  ه ٌَ  َُ  د ِّصلا َِّنإَف ، ُِ  د ِّصلاِب
 ىَِلإ  يِد  ه ٌَ  َبِذَك لا َّنِإَف ، َبِذَك لاَو  مُكا ٌَّ ِإَو ، اًق  ٌ ِّدِص ِالله َد  نِع َبَت  كٌُ  ى َّتَح َُ  د ِّصلا ى َّرَحَت ٌَ َو
 ى َّتَح َبِذَك لا ى َّرَحَت ٌَ َو ُبِذ  ك ٌَ  ُلُج َّرلا ُلاَز ٌَ  اَمَو ، ِرا َّنلا ىَِلإ  يِد  ه ٌَ  َر  وُجُف لا َِّنإَو ، ِر  وُجُف لا
 َّذَك ِالله َد  نِ َب َت  كٌُ   
Artinya:  Diriwayatkan dari „Abdullah bin Mas‟ud ra., Rasulullah SAW. 
bersabda, “Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran 
menuntunmu pada kebenaran, dan kenbenaran menuntunmu ke surga. 
Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia 
tercatat di sisi Allah SWT. sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah 
oleh mu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada 
kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang 
senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat disisi 
Allah SWT. sebagai . pendusta.” (H.R. Muslim no. 4718) 
 
 Dalam hadits ini dinyatakan bahwa berlaku jujur merupakan suatu 
kebaikan yang nantinya akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang berlaku 
juju+r tersebut. Sedangkan bagi yang berbohong makan akan mendatangkan 
keburukan bagi pelakunya bahkan suatu kelak di akhirat nanti akan disiksa 
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didalam neraka. Oleh karena itu dalam melakukan pelayanan publik sebagai 
pelayan publik kita diharuskan berlaku jujur dalam pelaksanaan dan 
pertanggungjawabannya karena jika kita melakukan kejujuran akan dicatat disisi 
Allah SWT. sebagai orang yang jujur dan mendapatkan kebaikan. 
3. Hadits tentang mudahkanlah, jangan mempersulit. 
 َمَّلَسَو  ِه  ٌ َلَع ُ َّالله ىَّلَص ًُّ ِب َّنلا َلاَق َلاَق ُه  نَع ُ َّالله ًَ ِضَر ٍكِلاَم َن  ب َسَنَأ ُت  عِمَس َلاَق ِحا ٌَّ َّتلا ًِبَأ  نَع
 ملسمو يراخبلا هاور[ اوُرِّفَنُت َلاَو اوُن ِّكَسَو اوُر ِّسَعُت َلاَو اوُر ِّس ٌَ  
Artinya:  Dari Abu tayyah dia berkata; Saya mendengar Anas bin Malik 
radiallahu ‟anhu berkata; Nabi Shallallahu „alaihi wassalam bersabda : 
“Mudahkanlah, janganlah mempersulit dan membuat manusia lari 
(dari kebenaran) dan saling membantulah (dalam melaksanakan 
tugas) dan jangan berselisih”. (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim) 
 
 Rasulullah Shalallahu „alaihi wa sallam diutus sebagai rahmat alam 
semesta. Dalam berdakwah beliau hanif dan penuh kelembutan dan mengajari 
para sahabat untuk bersikap demikian juga ketika berdakwah. Dan sebaliknya, 
beliau Rasulullah shallahu „alaihi wa sallam tidak senang dengan orang yang 
mempersulit dalam beragama ini.  
 Dalam pelayanan publik, sebagai pemberi pelayanan harus mempermudah 
orang yang mendapat layanman dan tidak mempersulit supaya kita bisa 
mencontoh sikap dari Rasulullah Shallahu „alahi wa sallam. 
 
2.13. Definisi Konsep 
 Agar memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian 
yang jelas dan permasalahan tidak kabur, maka diperlukan defenisi konsep. 
Konsep merupakan suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu 
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peristiwa, objek, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan 
komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. 
Menurut  Iqbal Hasan (2004:12) konsep adalah istillah, terdiri dari satu kata atau 
lebih yang mengambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) 
tertentu. 
1. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara 
rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam 
masyarakat. 
2. Standar pelayanan minimal adalah tolak ukur yang dipergunakan 
sebaggaipedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 
pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara negara kepada 
masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. 
3. Pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik karena sesuai dengan 
standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan.   
4. Inovasi adalah suatu kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau 
perekayasaan yang dilakukan untuk pengembangan penerapan praktis nilai 
dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk 
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam 
produk ataupun proses produksinya.  
5. Efektifitas adalah Pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang 
tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
6. E-Government adalah e-Government berhubungan dengan penggunaan 
teknologi informasi (seperti Wide Area Network, internet, dan mobile 
computing) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan 
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membentuk hubungan dengan warga Negara, bisnis dan organisasi lain 
dalam pemerintahan. 
7. Layanan online merupakan sebagai perbuatan, usaha atau pertunjukan 
yang dimediasi oleh teknologi informasi. Definisi ini mencerminkan tiga 
komponen utama yaitu penyedia layanan, penerima layanan dan saluran 
pelayanan yaitu teknologi. Misalnya sebagai yang bersangkutan untuk 
layanan elektronik publik, badan publik adalah penyedia layanan dan 
warga negara sebagai penerima layanan 
8. Aplikasi merupakan suatu instruksi / pernyataan yang ada di suatu 
perangkat keras (Hardware) baik itu komputer atau smartphone yang di 
rancang sedemikian rupa agar bisa mengolah suatu masukan (input) 
menjadi keluaran (output). 
9. Antrian adalah ketika pelanggan yang datang ke suatu pelayanan melebihi 
batas kapasitas pelayanan. 
10. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang dari suatu Negara yang memuat identitas pemegangnya dan 
berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara.  
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2.14. Konsep Operasional 
Tabel 2.2. 
Konsep Operasional 
Referensi Indikator Sub Indikator 
Kriteria 
efektivitas 
organisasi 
menurut 
Manahan P. 
Tampubolon 
(77-79). 
1. Produksi 1. Jumlah Kuota 
2. Penerbitan 
Paspor 
2. Efisiensi 1. Biaya 
2. Waktu 
3. Syarat 
3. Adaptasi 1. Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
2. Pengadaan 
Tenaga Kerja 
Sumber: Buku Perilaku Organisasi (Organization Behavior) Oleh Manahan P. 
Tampubolon (77-79). 
  
33 
 
 
2.15. Kerangka Pemikiran 
Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran Penelitian 
 
 
 
  
Efektivitas Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru dalam Penggunaan 
Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online 
Masalah 
 Masyarakt tidak tahu tentang 
sistem pendaftaran online 
 Kuota antrian sering Penuh 
 Gangguan Jaringan 
Bagaimana efektivitas Kantor 
Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru dalam 
penggunaan aplikasi pendaftaran 
antrian paspor online. 
Apa saja faktor penghambat 
efektivitas aplikasi pendaftaran 
antrian paspor online. 
Kriteria efektivitas organisasi 
menurut Manahan P.Tampubolon 
(77-79). 
1. Produksi 
2. Efisiensi 
3. Adaptasi 
Untuk mengetahui efektivitas Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru dalam 
penggunaan Aplikasi Pendaftaraan Antrian Paspor Online 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam penelitian ini adapun penelitian Saya pada Kantor Imigrasi Kelas 1 
Pekanbaru di Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (LANTASKIM).  Waktu Penelitian 
ini diselenggarakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesuai dengan yang dijadwalkan 
oleh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
 
3.2. Jenis dan Sumber Data 
3.2.1 Data Primer 
Menurut Bagong suyanto (2010: 55) data primer adalah data yang diperoleh 
langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Data primer ini diperoleh dari: 
1. Melakukan wawancara, wawancara adalah teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau 
informan (Etta Mamang Sangadji, 2010: 48), yaitu dengan melakukan 
wawancara kepada informan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru. 
2. Melakukan Observasi, observasi adalah pengamatan dan pencatatan 
yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Husaini Usman, 
2011:52), yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap pelayanan 
publik di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru. 
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3.2.2 Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 
melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Ikbal Hasan, 2010: 19), 
yaitu dalam bentuk dokumen administratif dan dokumen lainnya. 
Data sekunder peneliti yaitu peneliti mendapat informasi atau data dari 
Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru mengenai layanan antrian online, memperoleh 
informasi melalui website resmi Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, dan skripsi 
terdahulu. 
 
3.3 Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode: 
3.3.1 Observasi 
Alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi. Metode ini 
menggunakan pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, 
kondisi, situasi, proses atau perilaku (Faisal, 2005: 52). Yaitu dengan melakukan 
pengamatan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru. 
3.3.2 Wawancara 
Metode wawancara adalah interaksi  bahasa yang berlangsung antara dua 
orang dalam dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan 
wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang 
berputar disikitar pendapat dan keyakinan menurut Hasan dalam Emzir (2010: 
50). Dalam wawancara, alat pengumpul datanya disebut pedoman wawancara. 
Suatu pedoman wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh 
pengumpul data, sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada 
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responden (Faisal, 2005: 52). Penulis melakukan wawancara dengan 
menggunakan pedoman wawancara di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru. 
3.3.3 Dokumentasi 
Metode dokumentasi, alat pengumpulan datanya disebut form pencatatan 
dokumen. Dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen tersedia. Juga 
termasuk dokumen-dokumen ekspresif, seperti biografi, autobiografi, surat-surat, 
dan buku harian. Dan termasuk juga laporan media massa baik melalui surat 
berkabar, majalah, radio, televisi, maupun media cetak dan elektronis lainnya 
(Faisal, 2005: 53). Penulis mengambil dokumen berupa data dan dokumentasi 
gambar maupun foto di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru. 
 
3.4 Informan Penelitian 
Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada 
peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purpose sampling 
dimana peneliti memilih  Key Informan dan  Informan  yang peneiti anggap 
mengetahui tentang permasaahan penelitian. Sebagai Key Informan  yang paling 
mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari Efektivitas Kantor Imigrasi Kelas 
1 Pekanbaru dalam Penggunaan APlikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online. 
Adapun yang menjadi Key Informan  dan  Informan  yang akan memberikan 
keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini 
adalah: 
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Tabel 3.1. 
Key Informan 
No Uraian Jumlah 
1 Kepala Seksi Lalu Lintas Keimgrasian 1 
2 Kasubsi Teknologi dan Informasi 1 
3 Pegawai Kantor Imigrasi 1 
4 Pemohon Paspor 7 
Jumlah 10 
 
3.5  Metode Analisis 
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif karena peneliti 
menggambarkan fakta-fakta keadaan ataupun gejala-gejala yang tampak pada 
Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru. 
Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau 
melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 
sebagaimana adanya (Nawawi dan Martini, 1996:73). 
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 
catatan-catatan tertulis dilapangan ( Miles & Huberman, 1992 : 16). 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Sejarah Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru 
Secara geografis letak kota Pekanbaru khususnya dan Riau umumnya sangat 
strategis terutama berbatasan langsung dengan Negara tetangga (Singapura, 
Malaysia dan Vietnam) maka aspek ke imigrasian di daerah ini sangat menonjol. 
Kantor Imigrasi Pekanbaru, dalam sejarahnya telah didirikan di kota ini sejak 
tahun 1950-an, yang pada waktu itu bernama jawatan berkedudukan di tepian 
Sungai Siak. Diawali dengan sejumlah pejabat tehnis dan Pegawai Administrasi 
yang kecil dan sarana operasional yang terbatas. Kegiatan Keimigrasian terus 
berkembang. Struktur organisasi terus berubah sesuai dengan perkembangan 
pembangunan dan permasalahan Keimigrasian yang semakin kompleks. 
Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru didirikan sejak tahun 1950, yang 
pada masa itu bernama Jawatan Imigrasi dengan dimulai dari Pejabat/Pegawai 
dengan sarana/prasarana yang terbatas. Struktur Organisasi terus berubah sesuai 
dengan perkembangan pembangunan. 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No JM2/11/11 Tanggal 
17 Juni 1953 nama Kantor menjadi Kantor Imigrasi Daerah Pekanbaru 
(KANDIM) yang berkantor di Pos Imigrasi Sungai Siak Jl. Pelabuhan Pasar 
Bawah Pekanbaru. Kemudian pada tahun 1975 lokasi Kantor Imigrasi 
dipindahkan dari Pasar Bawah ke Jl. Teratai No 87 Pekanbaru, dengan luas tanah  
1.710 m2 dan Luas Bangunan 2.600 m2 yang terdiri dari 2 (dua) lantai. 
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Lantai I untuk layanan publik berupa pelayanan bagi WNI dan pelayanan bagi 
WNA, Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian serta Bagian Tata 
Usaha dan Kepegawaian. Lantai II dipergunakan untuk seksi pengawasan dan 
penindakan, ruang karantina, ruang urusan keuangan, ruang fitness dan aula serta 
ruang arsip. 
Pada tahun 1982 terjadi integrasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman 
sehingga terjadi perubahan nomenklatur dari Kantor Imigrasi Daerah Pekanbaru 
(KANDIM) menjadi Kantor Imigrasi Klas 1 Pekanbaru dengan wilayah kerja 
meliputi Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Dalam 
perkembangannya sesuai dengan Surat Keputusan Kementrian Kehakiman R.I 
No. M-03.PR.07.04 Tahun 1991 wilayah kerja Kantor Imigrasi Pekanbaru 
disamping Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar juga termasuk 
kecamatan Siak Sri Indrapura yang berada di Kabupaten Bengkalis, namun setelah 
terbentuknya Kantor Imigrasi Klas II Siak maka Kecamatan Siak Sri Indrapura 
masuk kedalam wilayah kerja Kanim Siak. 
Pemerintah telah menetapkan perubahan Organisasi Departemen Kehakiman 
dari system Holding Company menjadi system Integrated Company sehingga 
Kanwil Ditjen Imigrasi dihapuskan dan kemudian dibentuk Kanwil Departemen 
Kehakiman yang kemudian menjadi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan 
perundang-Undangan, dan kemudan menjadi Kanwil Departemen Kehakiman 
dam HAM dan selanjutnya menjadi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan hak 
Asasi Manusia RI dan Kantor Imigrasi sebagai Unit Pelaksana Tehnis (UPT), 
berada dan bertanggungjawab dibawah Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Riau. 
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Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru mempunyai wilayah kerja yang meliputi : 
1. Kota Pekanbaru 
2. Kabupaten Kampar 
3. Kabupaten Rokan hulu 
4. Kabupaten Pelalawan 
dan Di tambah dengan 2 (dua) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang 
terdiri dari: 
1. TPI Bandara SSK II Simpang Tiga Pekanbaru; 
2. TPI Sungai Dukuh di sungai siak Pekanbaru. 
 
4.2 Visi, Misi dan Motto 
Adapun Visi, Misi dan Motto Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru yaitu: 
Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum 
Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia 
Motto : Melayani Dengan Tulus 
 
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi. 
 Berdasarkan Keputusan Menteri Republik Indonesia No. M.03-PR.07.04 
Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi 
adalah pelaksana teknis dibidang Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah 
Departemen Kehakiman yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Kantor Wilayah. Kantor Imigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor 
dan mempunyai tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dibidang 
Keimgrasian di wilayah bersangkutan. 
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 Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru adalah unit pelaksana teknis dibidang 
keimigrasian di lingkungan kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Provinsi Riau yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Kantor Imigrasi mempunyai peran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok 
dan fungsi dari Departemen Hukum dan HAM RI di bidang keimigrasian di 
wilayah bersangkutan.   
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Imigrasi mempunyai fungsi : 
A.    Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Informasi dan Sarana 
Komunikasi Keimigrasian. 
B.    Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Lalu Lintas Keimigrasan. 
C.    Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Status Keimigrasian. 
D.    Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Pengawasan dan Penindakan 
Keimigrasian. 
E.    Melaksanakan tugas Fasilitatif Bidang Tata Usaha. 
Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru terdiri dari: 
A.    Seksi Lalu Lintas Keimigrasian. 
B.    Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. 
C.    Seksi Status Keimigrasian. 
D.    Seksi Informasi Keimigrasian. 
E.    Sub Bagian Tata Usaha.  
Maasing-masing seksi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sebagai 
berikut : 
42 
 
 
A. SEKSI  LANTASKIM 
1. Melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan SPRI. 
2. Melakukan pengecekan kelengkapan berkas Exit Re-Entry Permit dan 
loket. 
3. Membubuhkan paraf setelah lengkap berkas permohonan paspor dan 
berkas exit Re-Entry Permit. 
4. Melakukan pengawasan terhadap staf, loket, entry data, foto,wawancara, 
pencetakan paspor, bagian pengambilan paspor dan pengambilan Re-Entry 
Permit. 
5. Melakukan Koordinasi degan staf Lantaskim (briefing). 
6. Memberikan pertimbangan keputusan dalam hal pemberian ijin bertolak 
ataupun ditolak keberangkatannya bagi yang secara otomatis diarahkan 
oleh system maupun yang diarahkan petugas pemeriksa keimigrasian. 
7. Memberikan pertimbangan keputusan dalam hal pemberian ijin masuk 
ataupun ditolak masuk ke wilayah Indonesia bagi yang secara otomatis 
diarahkan oleh system maupun yang diarahkan petugas pemeriksa 
keimigrasian. 
8. Memeriksa hasil laporan bulanan dan data statistik penumpang. 
9. Menandatangani laporan penggunaan Visa On Arrival. 
10. Melakukan koordinasi eksternal dengan pihak otoritas bandara dan 
instansi terkait pada Lingkungan Bandara Sultan Syarif Kasim II. 
11. Melakukan koordinasi dengan atasan langsung serta evaluasi dan laporan 
terhadap pelaksanaan kerja pada sub seksi Perijinan dan Lintas Batas. 
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12. Menandatangani dan memberikan penilaian terhadap kinerja petugas seksi 
Lalu Lintas Keimigrasian. 
B. SEKSI WASDAKIM 
1. Menyusun rencana kerja seksi WASDAKIM. 
2. Menandatangani berkas permohonan ijin keimigrasian telah diperiksa. 
3. Memeriksa dan menandatangani berita acara pendapat. 
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait. 
5. Melakukan pengawasan keimigrasian pada wilayah kerja Kantor Imigrasi 
Kelas I Pekanbaru. 
6. Mengkoordinir pelaksanaan pendetensian WNA dan pendeportasian 
WNA. 
7. Menerima dan meneliti informasi tentang orang asing untuk tindak lanjuti. 
8. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan pengawasan orang asing. 
9. Melakukan pengesahan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai.  
C. SEKSI STATUSKIM 
1. Membuat rencana kerja tahunan pada seksi Statuskim. 
2. Menandatangani perpanjangan izin tinggal kunjungan pada paspor. 
3. Memberikan paraf perpanjangan KITAS. 
4. Memberikan paraf pada surat permohonan perpanjangan KITAP. 
5. Memberikan paraf pada surat permohonan konversi ITK ke ITAS. 
6. Memberikan paraf pada surat permohonan ITAS KE ITAP. 
7. Mengusulkan perpanjangan KITAS dan KITAP ke Kantor Wilayah. 
8. Mengusulkan konversi ITK ke ITAS ke Kantor Wilayah. 
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9. Menandatangani surat penangguhan perpanjangan ITAS. 
10. Menandatangani surat penangguhan alih status ITK ke ITAS. 
11. Menandatangani surat penangguhan alih status ITAS ke ITAP. 
12. Memberikan paraf pada surat permohonanan SKIM. 
D. SEKSI INFOKIM 
1. Menyusun rencana program kerja seksi Infokim. 
2. Menandatangani buku pengawasan orang asing. 
3. Menandatangani Exit Permit Only. 
4. Menandatangani mutasi alamat. 
5. Menandatangani surat keluar. 
6. Melaksanakan digitalisasi file. 
7. Melaksanakan publikasi dan visualisasi. 
8. Pemutakhiran data. 
9. Membuat laporan bulanan dan statistik kegiatan WNI dan WNA. 
10. Penataan arsip WNI dan WNA. 
E. SUB TATA USAHA 
1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha. 
2. Menghimpun pendistribusian, pengelolaan arus surat menyurat dengan 
sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi. 
3. Mengumpulkan kearsipan surat masuk dan dokumen kantor. 
4. Menyelenggarakan dan mengatur administrasi pemeliharaan kendaraan 
dinas. 
5. Mengompilasikan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, 
rumah dinas serta pemeliharaan pemakaian telpon, listrik, air dan 
kebersihan ruangan. 
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6. Memeriksa berkas tagihan pemeliharaan kantor,gedung kantor,rumah 
dinas dan biaya tanggungan listrik dan telepon. 
7. Menghimpun usulan pelaksanaan penghapusan alat perlengkapan kantor 
dan kendaraan dinas. 
8. Menghimpun pembuatan daftar gaji/dan rapel pegawai. 
9. Menghitung dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas. 
10. Menghimpun pelaksanaan pengamanan di lingkungan kantor. 
11. Menganilisa data kepegawaian dan usul-usul formasi pegawai sebagai 
bahan usul untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Pra jabatan dan 
ujian dinas tingkat I dan tingkat II. 
12. Menyusun usulan pemberian penghargaan, tanda penghormatan dan Kartu 
Pegawai bagi CPNS yang telah diangkat menjadi PNS, permintaan 
pengujian kesehatan dan penyusunan DUK. 
13. Membuat pengusulan kenaikan pangkat pengusulan pengangkatan dalam 
jabatan Struktural,pemindahan pegawai, pemberhentian, dan pensiun. 
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BAB VI 
PENUTUP 
6.1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Kantor 
Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru dalam Penggunaan Aplikasi pendaftaran Antrian 
Paspor Online dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Efektivitas Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru dalam penggunaan aplikasi 
antrian paspor online dilihat dari 3 indikator Produksi, Efisiensi, dan Adaptasi. 
Dilihat dari 3 Indikator ini, Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sudah bisa 
dikatakan belum efektif karena dari sistem produksi belum bagus, hal ini bisa 
dilihat dari segi jumlah kuota yang telah disediakan, adanya pembatasan 
jumlah kuota yang membuat masyarakat yang ingin membuat paspor 
mengeluh akan kehabisan kuota dan adanya akun fiktif yang membuat 
masyarakat tidak bisa mendapatkan nomor pendaftaran antrian paspor. 
2. Dari indikator Efisiensi cukup efektif karena biaya, waktu dan syarat sudah 
memenuhi Standar Operansional Prosedur (SOP) yang berlaku. 
3. Dari indikator Adaptasi sudah efektif karena Pengadaan sarana dan prasarana 
dan pengadaan tenaga kerja sudah cukup memadai dalam menunjang 
penggunaan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online. 
4. Hambatan atau kendala Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online yaitu 
sistem pembatasan jumlah pada kuota antrian online. Dan permasalahan 
jaringan, untuk permasalahan jaringan ini hanya bisa diperbaiki dibagian pusat 
sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, keterbatasan alat atau konter 
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yang dimiliki juga menjadi penghambat dalam penentuan jumlah antrian 
paspor online dan juga masih adanya masyarakat yang kurang tahu atau tidak 
tahu sama sekali mengenai Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online 
maupun tata cara penggunaan aplikasi tersebut.  
 
6.2. Saran 
1. Menambah jumlah kuota sesuai permintaan pemohon sehingga tidak ada 
lagi keluhan akan adanya kuota antrian online yang penuh. 
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Aplikasi Pendaftaran 
Antrian Paspor Online, supaya masyarakat mengerti apa dan seperti apa 
Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online tersebut. 
3. Melakukan antisipasi yang lebih apabila terjadi kesalahan jaringan. 
4. Menambah alat operasional supaya bisa meningkatkan pelayanan dalam 
pembuatan paspor. 
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Nama    : Muhammad Fikri Alne 
Jurusan/NIM  : Administrasi Negara / 11575100766 
Judul Penelitian : Efektivitas Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru dalam 
Pengguanaan Aplikasi Antrian Paspor Online 
Informan   : Bapak Wawan Setiawan, S.H 
Jabatan      : Plt. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 
 
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
1. Produksi 
1. Berapa banyak Kantor Imigrasi mengerluarkan kuota antrian Online 
Pembuatan Paspor? 
2. Apakah ada pembatasan kuota antrian? 
3. Jika ada, kenapa kuota antrian dibatasi? 
4. Dari semua penerimaan nomor antrian Online tersebut, Apakah yang 
mendaftar itu paspor nya di proses semua sesuai dengan antrian yang 
masuk? 
2. Efisiensi  
1. Berapa banyak biaya yang harus dikelaurkan untuk pembuatan paspor? 
2. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan antrian paspor 
online? 
3. Apakah ada kendala mengenai waktu untuk mendapatkan antrian paspor 
online? 
4. Kalau ada, permasalahan apa yang sering dijumpai pada waktu 
pengambilan antrian online? 
5. Apa saja syarat yang harus di lengkapi untuk mendapatkan antrian paspor 
online? 
3. Adaptasi 
1. Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang 
terlaksananya aplikasi antrian online? 
2. Bagaimana pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan aplikasi antrian 
online? 
  
 
3. Apakah dalam pengadaan sarana dan prasarana dan pengandaan tenaga 
kerja sudah dilakukan secara efektif? 
4. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan kendala dalam layanan antrian 
paspor online? 
  
  
 
Nama    : Muhammad Fikri Alne 
Jurusan/NIM  : Administrasi Negara / 11575100766 
Judul Penelitian : Efektivitas Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru dalam 
Pengguanaan Aplikasi Antrian Paspor Online 
Informan   : Bapak Ganendra Adi Pratama. A.Md,Im 
Jabatan      : Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian. 
 
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
1. Produksi 
1. Berapa banyak Kantor Imigrasi mengerluarkan kuota antrian Online 
Pembuatan Paspor? 
2. Apakah ada pembatasan kuota antrian? 
3. Jika ada, kenapa kuota antrian dibatasi? 
4. Dari semua penerimaan nomor antrian Online tersebut, Apakah yang 
mendaftar itu paspor nya di proses semua sesuai dengan antrian yang 
masuk? 
2. Efisiensi  
1. Berapa banyak biaya yang harus dikelaurkan untuk pembuatan paspor? 
2. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan antrian paspor 
online? 
3. Apakah ada kendala mengenai waktu untuk mendapatkan antrian paspor 
online? 
4. Kalau ada, permasalahan apa yang sering dijumpai pada waktu 
pengambilan antrian online? 
5. Apa saja syarat yang harus di lengkapi untuk mendapatkan antrian paspor 
online? 
3. Adaptasi 
1. Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang 
terlaksananya aplikasi antrian online? 
2. Bagaimana pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan aplikasi antrian 
online? 
  
 
3. Apakah dalam pengadaan sarana dan prasarana dan pengandaan tenaga 
kerja sudah dilakukan secara efektif? 
4. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan kendala dalam layanan antrian 
paspor online? 
  
 
Nama    : Muhammad Fikri Alne 
Jurusan/NIM  : Administrasi Negara / 11575100766 
Judul Penelitian : Efektivitas Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru dalam 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
1. Produksi 
1. Berapa banyak Kantor Imigrasi mengerluarkan kuota antrian Online 
Pembuatan Paspor? 
2. Apakah ada pembatasan kuota antrian? 
3. Jika ada, kenapa kuota antrian dibatasi? 
4. Dari semua penerimaan nomor antrian Online tersebut, Apakah yang 
mendaftar itu paspor nya di proses semua sesuai dengan antrian yang 
masuk? 
2. Efisiensi  
1. Berapa banyak biaya yang harus dikelaurkan untuk pembuatan paspor? 
2. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan antrian paspor 
online? 
3. Apakah ada kendala mengenai waktu untuk mendapatkan antrian paspor 
online? 
4. Kalau ada, permasalahan apa yang sering dijumpai pada waktu 
pengambilan antrian online? 
5. Apa saja syarat yang harus di lengkapi untuk mendapatkan antrian paspor 
online? 
3. Adaptasi 
1. Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang 
terlaksananya aplikasi antrian online? 
  
 
2. Bagaimana pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan aplikasi antrian 
online? 
3. Apakah dalam pengadaan sarana dan prasarana dan pengandaan tenaga 
kerja sudah dilakukan secara efektif? 
 
4. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan kendala dalam layanan antrian 
paspor online? 
  
  
 
Nama    : Muhammad Fikri Alne 
Jurusan/NIM  : Administrasi Negara / 11575100766 
Judul Penelitian : Efektivitas Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru dalam 
Pengguanaan Aplikasi Antrian Paspor Online 
Informan   : Pemohon pembuat paspor 
 
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
1. Identitas pemohon: 
Nama  : 
Usia  : 
Pekerjaan : 
2. Efisiensi  
1. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan paspor?  
2. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan antrian paspor 
online? 
Apakah ada kendala dalam masalah waktu ini?  
Kalau ada, permasalahan apa yang sering dijumpai? 
3. Apa saja syarat yang harus di lengkapi untuk mendapatkan antrian paspor 
online?  
2. Apa permasalahan yang sering dialami dalam mendapatkan antrian paspor 
online ini? 
3. Bagaimana pelayanan yang diberikan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru? Jika 
belum bagus, apa harapan saudara untuk Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru 
kedepannya ?  
4. Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam Antrian Paspor Online ini? 
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